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ABSTRAK

REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam
melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu tahun
2024 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Kedaton
yang menerima sejumlah uang dari salah satu calon legislatif yang berasal dari PDI
Perjuangan. Pelanggaran tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti tekanan politik, adanya kesempatan, lemahnya integritas, serta pola
rekrutmen yang belum sesuai. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pola rekrutmen panwascam pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh
Bawaslu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori pola rekrutmen
politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Tangkilisan
(2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara teknis pelaksanaan, rekrutmen panwascam yang
dilaksanakan di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara terbuka.
Berdasarkan kompetensi, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan 2 (dua)
metode yaitu, CAT dan wawancara untuk menyeleksi kemampuan serta kompetensi
kepemiluan peserta panwascam. Kedua metode seleksi tersebut dinilai mampu
mengukur kemampuan teknis calon panwascam secara objektif. Berdasarkan syarat
yang ditentukan dan peraturan yang berlaku, Bawaslu Kota Bandar Lampung
berpedoman pada Keputusan Bawaslu Nomor 314/HK.01/K1/09/2022. Namun,
beberapa anggota panwascam dominan terafiliasi oleh organisasi politik dan
kemahasiswaan menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik kekerabatan
dalam proses seleksi panwascam. Asumsi tersebut diperkuat oleh dominasi
kesamaan latar belakang organisasi yang dimiliki oleh komisioner Bawaslu Kota
Bandar Lampung dan anggota panwascam, yaitu didominasi oleh HMI. Kesamaan
organisasi antara ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan ketua panwascam
Kedaton vyaitu Muhammadiyah memperkuat pula asumsi adanya praktik
kekerabatan berdasarkan organisasi.

Kata Kunci : Pola Rekrutmen, Panwascam



ABSTRACT

RECRUITMENT OF DISTRICT SUPERVISORY COMMITTEE MEMBERS
FOR THE 2024 GENERAL ELECTION (A Study of the Bandar Lampung City
Election Supervisory Agency)

By

RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO

Bawaslu is an institution tasked with overseeing the conduct of elections. During
the 2024 elections, a violation of the code of ethics occurred when the Chair of the
Kedaton Panwascam accepted a sum of money from a legislative candidate
affiliated with the PDI-P. This violation may have occurred due to several factors,
such as political pressure, the presence of opportunity, weak integrity, and
recruitment patterns that were not yet appropriate. Therefore, the objective of this
study is to examine the recruitment patterns of Panwascam members for the 2024
elections conducted by the Bawaslu of Bandar Lampung City. This study employs
the theory of political recruitment patterns proposed by Nazaruddin Syamsudin in
Tangkilisan (2003:189). The research method is qualitative with a descriptive
approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The
results of this study indicate that, in terms of technical implementation, the
recruitment of Panwascam members in Bandar Lampung City was conducted
openly. Based on competency, the Bandar Lampung City Bawaslu employed two
methods—the Computer-Assisted Test (CAT) and interviews—to assess the
electoral capabilities and competencies of Panwascam candidates. Both selection
methods were deemed capable of objectively measuring the technical abilities of
prospective Panwascam members. Based on the specified requirements and
applicable regulations, the Bandar Lampung City Bawaslu adheres to Bawaslu
Decision Number 314/HK.01/K1/09/2022. However, the fact that several members
of the Panwascam are predominantly affiliated with political and student
organizations has raised suspicions of nepotism in the Panwascam selection
process. This assumption is reinforced by the dominance of shared organizational
backgrounds among the commissioners of the Bandar Lampung City Election
Supervisory Agency (Bawaslu) and Panwascam members, namely a dominance of
HMI. The shared organizational affiliation between the head of the Bandar
Lampung City Bawaslu and the head of the Kedaton Panwascam—both of whom
are members of Muhammadiyah—further reinforces the assumption of nepotism
based on organizational ties.

Keywords : Recruitment Pattern, Panwascam
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I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat menjadi
pemegang kekuasaan tertinggi. Pada setiap warga mempunyai hak yang setara
untuk mengikuti dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung
ataupun dengan melalui wakil. Secara konsep di mana demokrasi mempunyai
makna yang luas meliputi beberapa elemen dengan kompleks. Menurut Sargent
(1987), mengungkapkan bahwa demokrasi menekankan partisipasi masyarakat
dalam melakukan pengambilan keputusan, kesetaraan hak antarwarga di mana
kebebasan yang dipunyai dan dijaga setiap individu, keberadaan sistem
perwakilan dengan efektif dan mekanisme pemilihan yang dapat memastikan

prinsip suara mayoritas untuk dihormati.

Demokrasi tidak dapat berjalan begitu saja tanpa adanya mekanisme yang
mampu menyalurkan aspirasi dan keputusan rakyat secara teratur, sah, dan
berkeadilan. Pemilu menjadi instrumen utama dalam menjalankan demokrasi
secara efektif. Melalui proses pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih
wakil-wakilnya di lembaga legislatif serta pemimpin di tingkat eksekutif.
Pemilu adalah alat pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada
prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut
Wibowo dkk. (2022), pemilu adalah cara nyata untuk rakyat menjalankan

demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan.



Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan
pengawasan jalannya pemilu mulai dari tahpan persiapan sampai dengan
pengumuman hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
mengenai pemilu di mana Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan
pengawasan pada keseluruhan tahapan pemilu, mulai dari persiapan,
pelaksanaan sampai penyelesaiaan. Landasan hukum ini telah memberikan
dasaran yang kuat khususnya untuk bawaslu dalam melakukan pelaksanaan
persiapan pemilu, dengan pengawasan jalannya pemilu, dan penyampaian serta

penindakan pada dugaan pelanggaran pada tingkat kota.

Pengawasan pemilu memegang peranan begitu penting untuk bisa menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap transparansi proses pemilu. Sebagai lembaga
pengawas dimana Bawaslu bertugas memberikan kepastian setiap tahapan
pemilu dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu pengawasan
pemilu menaruh fokus pada upaya agar seluruh proses pemilu berlangsung

sesuai prinsip dan aturan yang telah ditetapkan. (Prayogo, 2022)

Struktur organisasi Bawaslu yang bertingkat dari tingkat pusat hingga daerah,
termasuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dirancang untuk
memastikan pengawasan yang menyeluruh dan efektif di seluruh wilayah
Indonesia. Sistem pengawasan yang berjenjang ini mempermudah Bawaslu
untuk melakukan pengawasan sampai tingkat yang paling rendah. Dalam
melakukan pengawasan, Bawaslu tidak melakukan tugasnya sendirian tetapi
juga dibantu oleh pengawas pemilu 4d Hoc. Pengawas pemilu Ad Hoc ini terdiri
dari Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan),
Panwasdes/Panwaskel (Panitia Pengawas Desa/Kelurahan), dan Pengawas

TPS. (Prayogo, 2022)

Pengawas pemilu Ad Hoc memiliki peranan menjadi perpanjangan Bawaslu
dengan tugas melakukan pengawasan di wilayah masing-masing di mana
mereka melakukan pengawasan berada pada keseluruhan proses dalam
melakukan penyelenggaran pemilu pada tingkat daerah mulai dari persiapan,

pelaksanaan, sampai dengan perhitungan suara. Pada sisi yang lainnya di mana



Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah mempunyai peranan yang
penting khususnya dalam melakukan struktur pengawasan pemilu dengan tugas
dengan wewenang yang signifikan. Panwascam memiliki tugas dalam
melakukan pengawasan keseluruhan pada tahapan pemilu di tingkat kecamatan
sampai dengan netralitas pihak yang dilarang untuk terlibat kampanye dengan
melakukan pencegahan penglimpekentasian politik uang. Tanggung jawab yang
utama pada Panwascam meliputi pengawasan jalannya kampanye, proses
pemungutan suara, dengan melakukan perhitungan hasil pemilu guna
melakukan kepastian dalam pelaksanaan pemilu dengan jujur, adil, dan

transparan. (Putri dkk., 2024)

Bawaslu dan pengawas pemilu 4d Hoc dalam mengawasi pelaksanaan pemilu
terikat oleh kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu
merupakan standar perilaku yang mengatur perbuatan dan perkataan yang layak
atau tidak layak dilakukan oleh petugas. Kewajiban untuk mematuhi kode etik
ini mengikat selama seluruh periode jabatan, dimulai dari saat pengucapan
sumpah. Kode etik memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan

kewenangan penyelenggara pemilu. (Sinaga, 2016)

Pada Bab 3 Pasal 8 hingga Pasal 20 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi
landasan regulasi yang memberikan penetapan standar etika bagi penyelenggara
pemilu di Indonesia. Peraturan ini sifatnya mengikat karena diterbitkan oleh
DKPP sebagai lembaga yang memiliki tugas menindak pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu di Indonesia. Selain itu juga peraturan ini menetapkan
prinsip-prinsip dasar kode etik pengawas pemilu dengan meliputi netralitas,

independensi, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Sejak terbentuknya DKPP 12 Juni 2012, terdapat banyak laporan kasus
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun telah terdapat regulasi
yang mengatur, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilu.



Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Tahun 2019-2024

Pengaduan/Perkara
No Tahun Diterima Per:kara . Diputus
Registrasi
1. 2019 506 331 331
2. 2020 415 196 196
3. 2021 292 172 172
4. 2022 132 49 49
5. 2023 325 145 145
6 2024 790 323 237

(data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel diatas dimana pada tahun 2024 terjadi peningkatan
pelanggaran kode etik yang cukup signifikan. Kenaikan angka pelanggaran
tersebut menjadi tanda adanya isu yang perlu dicari solusi penyelesaiannya.
Bagi KPU dan Bawaslu data ini menjadi salah satu bentuk evaluasi bahwa
pembinaan yang ada masih dirasa kurang dengan termasuk pada kebutuhan

untuk memperkuat fungsi pengawasan internal secara berjenjang.



Tabel 1.2 Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024

berdasarkan Sebaran Wilayah

No. Provinsi Jumlah Teradu
1. Aceh 68
2. Sumatera Utara 93
3. Sumatera Barat 7
4. Riau 0
5. Jambi 1
6. Sumatera Selatan 22
7. Bengkulu 27
8. Lampung 5
9. Kepulauan Bangka Belitung 3
10. Kepulauan Riau 6
1. DKI Jakarta 5
12. Banten 16
13. Jawa Barat 33
14. Jawa Tengah 11
15. Jawa Timur 32
16. DI Yogyakarta 0
17. Bali 0
18. Nusa Tenggara Barat 8
19. Nusa Tenggara Timur 10
20. Kalimantan Barat 0
21. Kalimantan Tengah 0
22. Kalimantan Selatan 0
23. Kalimantan Timur 5
24. Kalimantan Utara 0
25. Sulawesi Utara 12
26. Sulawesi Tengah 13
217. Sulawesi Selatan 13
28. Sulawesi Tenggara 13
20. Sulawesi Barat 2
30. Gorontalo 5
31. Maluku 14
32. Maluku Utara 16
33. Papua 15
34. Papua Barat 11
35. Papua Barat Daya 0
36. Papua Selatan 0
37. Papua Tengah 0
38. Papua Pegunungan 0
39. Pusat 50

(Sumber : DKPP, 2025)



Tabel 1. 3 Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan
Tingkat Penyelenggara

No. Tingkatan Jumlah Teradu
1. Pusat/ RI 50
2. Provinsi 26
3. Kabupaten/Kota 402
4, Kecamatan 32
5. Kelurahan 5

(Sumber : DKPP, 2025)

Kasus pelanggaran kode etik oleh Ketua Panwascam Kedaton, Erwin Aruan,
pada pemilu 2024 menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran kode etik yang
terjadi di tingkat kecamatan. Caleg DPRD Bandar Lampung Dapil IV dari PDI
Perjuangan, M. Erwin Nasution, pada 26 Februari 2024 melaporkan
Komisioner KPU Bandar Lampung berinisial FT yang diduga telah menerima
sejumlah uang senilai Rp530 juta. Pada Oktober hingga November 2023, Erwin
Nasution bertemu dan membuat kesepakatan dengan Komisioner KPU Bandar
Lampung berinisial FT. Selain memberikan uang kepada Komisioner KPU
Bandar Lampung, Erwin Nasution juga diduga memberikan uang kepada
diantaranya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton sebesar Rp130
juta, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kedaton senilai Rp50
juta, dan Ketua Panwascam Way Halim senilai Rp50 juta. Kasus dugaan
pelanggaran kode etik tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Lampung dan
kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ketua Panwascam
Kedaton yakni Erwin Aruan terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi
administratif berupa pemberhentian tetap. (Pratama, 2024; Pujiansyah, 2024)

Penulis menilai bahwa kasus ini menjadi cerminan lemahnya integritas
penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Fungsi pengawasan akan melemah
jika ada anggota pengawas yang sengaja menerima suap. Salah satu faktor yang
menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah kualitas sumber daya
manusia yang kurang kompeten dengan muncul dari proses rekrutmen dan

seleksi di tingkat kecamatan.



Proses rekrutmen sebaiknya memfokuskan prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Dengan melakukan penerapan sistem rekrutmen terbuka dan
transparan maka pondasi utama untuk membangun integritas lembaga
pengawas pemilu dapat terwujud. Melalui seleksi secara ketat dan transparan
maka calon anggota Panwascam dapat dinilai tidak hanya dari kemampuan
teknis tetapi juga integritas moral serta komitmen mereka terhadap nilai-nilai

demokrasi. (Supriyanto, 2019)

Menurut penulis dimana proses rekrutmen yang tidak transparan atau
mengabaikan kriteria kompetensi dan integritas berpotensi menghasilkan
pengawas pemilu yang rawan melakukan pelanggaran kode etik. Jika rekrutmen
dilakukan tanpa seleksi ketat sesuai standar kompetensi dan verifikasi rekam
jejak, pengawas pemilu yang kurang berkompeten bisa muncul. Sistem
rekrutmen yang lemah juga membuka peluang bagi praktik nepotisme, politik
uang, atau kepentingan politik lainnya di dalam pemilihan anggota Panwascam.
Kondisi ini memiliki potensi menimbulkan pengawas pemilu yang cenderung
berpihak kepada pihak yang memfasilitasi terpilihnya mereka atau pihak yang
menguntungkan mereka. Akibatnya saat bertugas sebagai pengawas pemilu
mereka berisiko memihak peserta tertentu atau bahkan terlibat dalam praktik

korupsi dan suap.

Penulis juga berpendapat, selain keterbukaan dan transparansi, rekrutmen yang
baik harus didukung dengan tahap verifikasi latar belakang calon anggota yang
mendalam, seperti rekam jejak calon anggota sebelum mencalonkan diri
sebagai anggota Panwascam, baik dalam keterlibatan organisasi masyarakat,
keterlibatan dengan partai, riwayat pelanggaran hukum, dan Kkapasitas
intelektual yang memadai untuk memahami regulasi pemilu. Mekanisme
verifikasi calon anggota secara komprehensif dapat mencegah terjadinya kasus
berulang dan meminimalisir praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
dari proses rekrutmen panitia pengawas sampai penyelenggaraan pemilu
selesai. Profesionalitas Panwascam tidak dapat tercapai tanpa adanya standar

kompetensi yang jelas dan terukur dalam proses seleksinya, sehingga anggota



yang terpilih sudah benar-benar siap dan memiliki kapabilitas untuk

menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan objektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen
panitia pengawas kecamatan di Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024.
Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul
“Rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menuliskan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian-
penelitian tersebut digunakan sebagai landasan untuk membantu peneliti dalam
memahami, mengamati, serta memperluas kajian mengenai proses rekrutmen
Panwascam pada pemilithan umum tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti

dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Marzuki (2020) mengkaji pentingnya penegakan kode etik oleh Bawaslu
terhadap pengawas pemilu Ad Hoc, seperti Panwascam dan PTPS, sebagai
upaya pembinaan sumber daya manusia penyelenngara pemilu. Penelitian
ini menyoroti bahwa pelanggaran kode etik sering terjadi dikarenakan
lemahnya sistem pengawasan internal dan kurang maksimalnya pembinaan
sejak tahap perekrutan. Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota hanya
menjatuhkan sanksi setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegahnya sejak
proses seleksi. Marzuki menekankan bahwa pembinaan integritas harus
dimulai dari tahap awal, yaitu seleksi yang ketat dan verifikasi rekam jejak
calon, agar yang terpilih memiliki integritas dan pemahaman etika

kepemiluan yang mumpuni.

2. Fajri dan Sopianingsih (2024) dalam penelitiannya mengkaji proses
rekrutmen Panwascam di Lombok Tengah menunjukkan bahwa lemahnya
transparansi, keterlibatan jaringan politik lokal, dan minimnya penilaian

terhadap integritas calon sangat memengaruhi kualitas hasil seleksi. Proses



yang kurang objektif ini menciptakan peluang bagi Panwascam melakukan

pelanggaran kode etik ketika menjabat.

. Hermawan (2024), meneliti terkait pola rekrutmen panwascam pada pemilu
2024 di Kota Serang. Metode yang digunakan adalah pendekatan metode
analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi
pustaka dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menemukan
bahwa pola rekrutmen panwascam tahun 2024 di Kota Serang dilakukan
secara terbuka, dengan pola rekrutmen berdasarkan kompetensi dan
pengalaman kepemiluan. Pola rekrutmen tertutup tidak dilakukan,
melainkan kajian mendalam terhadap kegiatan pengkaderan organisasi
kemasyarakatan dari berbagai elemen masyarakat dilakukan secara tidak
tertulis. Banyaknya pendaftar yang mengikuti proses seleksi menunjukkan

tingginya partisipasi masyarakat.

. Mardiana (2020) dalam penelitiannya, mengkaji secara mendalam
bagaimana proses rekrutmen anggota penyelenggara pemilu Ad Hoc di
Kecamatan dan Kelurahan/Desa tidak sepenuhnya bebas dari intervensi
politik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa rekrutmen tidak hanya
mempertimbangkan aspek kompetensi dan integritas, tetapi juga
dipengaruhi oleh kedekatan personal dan afiliasi politik antar calon dengan
pihak-pihak tertentu. Pola dampak politisasi menunjukkan bahwa semakin
rendah tingkat hierarki suatu badan penyelenggara pemilu Ad Hoc, maka

semakin besar pula tingkat politisasinya.

. Haryadi dkk. (2022) dalam Indonesian Political Science Review mengkaji
terkait bagaimana integritas penyelenggara pemilu Ad Hoc dibentuk melalui
proses rekrutmen dan pengawasan yang ketat dalam Pilkada Sleman tahun
2020. Menurut penilitian ini, keberhasilan menekan pelanggaran kode etik
oleh penyelenggara pemilu di Sleman dipengaruhi oleh ketatnya seleksi
administrasi dan wawancara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam
memberikan masukan kepada calon Panwascam dan PPK. Selain itu,

Bawaslu Sleman juga melakukan verifikasi terkait latar belakang dan
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afiliasi politik para calon, termasuk mengecek kesesuaian data dengan

SIPOL untuk memastikan netralitas mereka.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat sejumlah
persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada fokus
pembahasan yang sama-sama menyoroti aspek kode etik penyelenggara pemilu
serta proses rekrutmen pengawas pemilu Ad Hoc. Adapun perbedaannya
terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini secara khusus difokuskan

pada pelaksanaan di Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan
guna menganalisis secara menyeluruh proses rekrutmen Panwascam di Kota
Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024. Proses rekrutmen perlu dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel, sehingga
calon pengawas yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan integritas

dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian adalah:
Bagaimana rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota

Bandar Lampung pada pemilihan umum tahun 2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses rekrutmen panitia

pengawas kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024.
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1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan
referensi tentang pentingnya proses rekrutmen yang baik dalam memilih
penyelenggara pemilu, khususnya Panwascam. Penelitian ini juga
diharapkan dapat membantu memperkaya kajian tentang etika
penyelenggara pemilu dan bagaimana cara mencegah pelanggaran dari awal
proses pemilihannya.

b. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sistem
rekrutmen Panwascam, agar kedepannya Bawaslu Kota Bandar Lampung
ke depan lebih selektif dan objektif demi mencegah terulangnya
pelanggaran kode etik. Masyarakat juga bisa mendapat wawasan baru
tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap proses rekrutmen
penyelenggara pemilu demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan

berintegritas.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Rekrutmen
2.1.1 Definisi Rekrutmen

Secara etimologis, kata rekrutmen asalnya dari bahasa Inggris yaitu
“recruit” yang mempunyai arti dalam memperoleh ataupun
mendapatkan. Rekrutmen merupakan proses dalam melakukan
pencarian anggota yang baru dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga
baik yang memiliki sifat politik ataupun nonpolitik. Menurut Surbakti
(2010), rekrutmen dapat diartikan sebagai proses penyeleksian dan
pemilihan yang memiliki tujuan dalam penempatan individu ataupun
kelompok dalam menjalankan peranan tertentu dalam sistem politik

secara umum dengan secara khusus dalam pemerintahan.

Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik seseorang ataupun
sekelompok orang yang berkompeten untuk mengisi jabatan kosong
dalam suatu organisasi (Dessler, 2020). Menurut Robbins dan Judge
(2017) berdasarkan aspek behavioral, rekrutmen merupakan proses
dimana organisasi tidak hanya mencari individu yang memiliki
kompetensi, tetapi juga karakteristik personal yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

Lewis dan Frank (2022) telah melakukan pengidentifikasian pada
rekrutmen yang mengartikan sebagai proses sistematis dalam penentuan
dan menarik warga negara yang memenuhi syarat guna mengisi posisi
dalam pelayanan publik dengan cara menitikberatkan pada pentingnya

prinsip transparansi dengan akuntabilitas.
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Berdasarkan definisi rekrutmen dari para ahli diatas dimana dapat
disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi
individu yang memiliki kompetensi serta karakter sesuai kebutuhan
organisasi dengan memberikan penerapan prinsip akuntabilitas dan
transparansi sehingga seleksi tersebut mampu menghasilkan individu

yang berkualitas dan berintegritas.

Tujuan Rekrutmen

Samsudin (2019) memberikan pernyataan tujuan utama rekrutmen
adalah memperoleh tenaga kerja yang tepat untuk posisi tertentu
sehingga individu tersebut dapat bekerja secara optimal dan bertahan di

perusahaan untuk jangka waktu panjang.

Kasmir (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya rekrutmen

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial
Pelamar yang potensial didefinisikan sebagai pelamar yang
memenuhi kualitas dan jumlah yang diinginkan.

2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi
Pelamar wajib memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah
ditetapkan oleh perusahaan.

3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar
Perusahaan harus menetapkan persyaratan minimal untuk calon
pelamar agar memudahkan dalam proses seleksinya.

4. Untuk kebutuhan seleksi
Perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan proses seleksi

apabila terdapat banyak pelamar yang memenuhi kualifikasi.



14

2.1.3 Indikator Rekrutmen

Menurut Syamsudin dalam Tangkilisan (2003), proses rekrutmen dibagi

menjadi dua pola yaitu :

a. Rekrutmen terbuka menjadi jaminan seluruh warga negara memiliki

kesempatan setara untuk bisa mengikuti proses rekrutmen. Penilaian
dilakukan secara objektif dan rasional sesuai dengan persyaratan
yang telah ditetapkan. Dengan begitu setiap individu yang
memenuhi kualifikasi memiliki peluang yang sama untuk bisa
bersaing mengisi jabatan.

Rekrutmen tertutup adalah sistem yang sifatnya eksklusif dimana
tidak semua warga negara memiliki hak untuk menduduki posisi
politik melainkan hanya kelompok tertentu saja. Karena sifatnya
tertutup dimana pengisian jabatan di pemerintahan dan politik sering
dilakukan dengan dasar pertimbangan yang tidak rasional seperti

hubungan pribadi atau kekeluargaan bukan kompetensi.

Terdapat beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan

rekrutmen politik terhadap calonnya, sebagai berikut:

1.

Partisan, dapat diartikan sebagai proses rekrutmen yang
menitikberatkan pada kesetiaan dan dukungan penuh pada partai di
mana individu yang direkrut secara umum adalah kader internal
partai dengan ditempatkannya pada posisi strategis dikarenakan
loyalitas yang sudah dimiliki.

Compartmentalization, rekrutmen ini didasarkan pada kesesuaian
antara posisi yang dibutuhkan dengan latar belakang pendidikan dan
pengalaman organisasi politik dari calon yang bersangkutan.
Immediate survival, pada proses inilah di mana rekrutmen dilakukan
oleh pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan ataupun
kompetensi individu yang direkrut. Keputusan pada rekrutmen
dipengaruhi dari kebutuhan yang mendesak ataupun dari

pertimbangan jangka pendek pada partai.
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4. Civil Service Reform, Proses rekrutmen ini mengutamakan
kompetensi dan loyalitas calon. Tujuannya adalah memberikan
kedudukan yang lebih tinggi atau penting kepada individu yang
berkapasitas dan setia, termasuk non-kader yang memiliki kedekatan

atau afiliasi kuat dengan partai.

2.2.Tinjauan Kode Etik

2.2.1

2.2.2

Definisi Kode Etik

Secara etimologis, kode etik terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik.

Dalam bahasa inggris terdapat berbagai makna dari kata “code”

diantaranya:

1. Tingkah laku merupakan sekumpulan norma atau pedoman yang
mengatur tindakan dan sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam situasi tertentu.

2. Peraturan atau undang-undang merupakan ketentuan tertulis yang
wajib dipatuhi oleh setiap individu.

Sedangkan kata etik (ethic) memiliki makna perilaku dan sikap.

(Hermawan, 2006)

Berdasarkan pengertian tersebut, kode etik dapat diartikan sebagai
aturan yang ditetapkan dari lembaga guna menjadi pedoman perilaku
bagi anggotanya di mana aturan ini memiliki fungsi menjadi pengarahan
dalam tindakan supaya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

dan diatur dalam peraturan ataupun perundang-undangan.

Tujuan Kode Etik
Menurut Qamar dan Rezah (2017), tujuan penerapan kode etik adalah
sebagai berikut :
a. Menjaga martabat dan moral profesi
Martabat dan moral profesi menjadi aspek penting yang wajib dijaga
oleh setiap profesi karena hal itu membentuk citra positif di mata

masyarakat. Maka dari itu setiap profesi menetapkan kode etik untuk
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bisa mengatur sikap dan perilaku anggotanya dengan termasuk
penentuan tindakan yang boleh dilakukan serta yang harus dihindari.

b. Menjaga hubungan anggota profesi
Kode etik mengatur hak dan kewajiban antaranggota profesi. Selain
itu juga bisa memberikan penjelasan tujuan pengabdian profesi
sehingga setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawab yang
harus dijalankan. Biasanya kode etik juga memuat ketentuan yang
mengatur sikap anggota profesi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

c. Meningkatkan Mutu Profesi
Kode etik berisi ketentuan yang mewajibkan setiap anggota untuk
selalu memelihara dan melakukan peningkatan mutu profesi yang
dijalankan. Selain itu juga kode etik mengarahkan anggota agar terus
mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu beradaptasi dan
tetap relevan dalam pelaksanaan tugas professional mereka.

d. Melindungi Masyarakat Pemakai
Profesi bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
memberikan penerapan kode etik yang berlaku. Kode etik menaruh
peran sebagai pedoman sekaligus memberikan perlindungan bagi
pengguna jasa dengan terutama saat ada anggota profesi yang
melanggar norma profesional. Dengan begitu kode etik menjadi
acuan bersama untuk menjaga integritas dan tanggung jawab dalam

menjalankan profesi.

2.2.3 Penegakan Kode Etik Bawaslu
Penegakan kode etik oleh Bawaslu telah menjadi aspek yang penting
dalam memastikan pada keseluruhan anggota dengan jajaran pengawas
pemilu yang telah bertindak sesuai dengan prinsip moral,
profesionalisme, dengan penegakkan nilai kejujuran dalam menjalankan
tugas sehingga hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengawasan
secara internal dengan ketat dan mendeteksi dugaan pelanggaran etika

anggota Bawaslu pada semua tingkatan di mana pada setiap laporan
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masyarakat ataupun hasil pelanggaran etika dilakukan penindaklanjutan
sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tujuannya adalah
penciptaan pengawasan pemilu yang bersih dan dapat dipercaya.

(Viswandro dkk., 2015)

Bawaslu bekerjasama dengan DKPP dalam melaksanakan penegakan
kode etik. Penegakan kode etik ini tidak hanya menindak pelanggaran,
tetapi juga mencegah melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan
lainnya. Upaya tersebut bertujuan agar seluruh pengawas pemilu
senantiasa menjaga sikap netral, adil, dan tidak berpihak dalam

menjalankan tugasnya.

Selain itu, penegakan kode etik oleh Bawaslu ikut membentuk budaya
organisasi yang berintegritas dan memiliki fokus pada pelayanan publik
yang bersih sehingga dengan penerapan nilai etika dengan konsisten
maka Bawaslu telah menciptakan lingkungan kerja menjadi lebih
profesional di mana pada setiap pengawas pemilu dapat menjalankan
tugas tanpa tekanan dari politik, konflik kepentingan, ataupun campuran
tangan dari pihak manapun. Penegakan kode etik telah mengindikasikan
komitmen dari Bawaslu pada akuntabilitas sehingga pada setiap
tindakan pengawas pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan moral

ataupun hukum.

Menurut Nasrullah (2019), dalam konteks pemilu yang kompleks dan
terus berubah, keberadaan kode etik menjadi pedoman yang membatasi
perilaku menyimpang dan sekaligus memperkuat etos kerja
penyelenggara pemilu agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
Jadi, penegakan kode etik tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan

demokrasi dan pemilu yang berkualitas di Indonesia.
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2.3.Tinjauan Pemilihan Umum

2.3.1 Definisi Pemilihan Umum
Pemilu dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemimpin atau wakil
rakyat dengan pemberian suara baik dengan cara mencoblos nama atau
gambar calon pada surat suara ataupun dengan mekanisme pemilihan
yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana
pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di NKRI yang berlandaskan

Pancasila dan UUD 1945. (Al-Iman, 2014)

Tambunan (1986) memberikan pernyataan pemilihan umum merupakan
sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada intinya menjadi
bukti dari terealisasinya hak politik warga. Pemilihan umum juga
menaruh peran sebagai media bagi masyarakat untuk mendelegasikan
hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya agar mereka dapat

menjalankan jalannya pemerintahan.

M. Rusli Karim menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu
mekanisme utama untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem
demokrasi sekaligus menjadi alat untuk memperkuat dan
mempertahankan demokrasi bukan sebagai tujuan akhir. Secara umum
dimana pemilihan umum dapat diberikan pemahaman sebagai proses
yang berprinsip pada kedaulatan rakyat dimana rakyat memegang
kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Maka dari itu pelaksanaan
pemilu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan rakyat karena tujuan
utamanya adalah untuk menghormati dan mewujudkan hak serta

kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. (Karim, 1991)

2.3.2 Asas-asas, Tujuan, dan Fungsi Pemilu
Menurut Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, asas-asas pemilu
meliputi :

a. Langsung
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Artinya, masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk secara
langsung menyalurkan suaranya dalam proses pemilihan.

b. Umum
Artinya dalam pemilu, setiap warga negara yang memenuhi
persyaratan memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya.

c. Bebas
Artinya dimana pemilih bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa
adanya campur tangan dari pihak manapun atau dalam bentuk
apapun.

d. Rahasia
Artinya, pilihan yang dipilih oleh pemilih bersifat rahasia dan tidak
boleh diketahui oleh pihak mana pun.

e. Jujur
Dalam pelaksanaan pemilu dimana seluruh penyelenggara, peserta,
dan pemilih harus selalu menegakkan kejujuran serta mematuhi
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

f. Adil
Setiap pemilih maupun partai politik peserta Pemilu berhak
diperlakukan secara adil dan harus dijamin kebebasannya dari segala
bentuk kecurangan oleh pihak manapun selama proses Pemilu

berlangsung.

Menurut Prihatmoko (2003), dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 3

tujuan yakni sebagai berikut:

1.) Pemilu menaruh peran sebagai sarana bagi masyarakat untuk
memilih pemimpin pemerintahan sekaligus penetapan alternatif
kebijakan publik yang akan dijalankan.

2.) Pemilu memiliki fungsi sebagai sarana untuk penyaluran konflik
kepentingan di masyarakat melalui wakil rakyat terpilih atau partai
pemenang sehingga integrasi sosial dapat terjaga dan masyarakat

tetap utuh serta stabil.
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3.) Pemilu memiliki fungsi sebagai alat untuk menggerakan dan
mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap negara dan
pemerintah dengan memberikan dorongan partisipasi mereka dalam

proses politik dengan misalnya melalui pemberian suara.

2.4.Kerangka Berpikir

Pemilu yang demokratis dan berintegritas hanya bisa dicapai jika semua pihak
yang terlibat dengan cara menetapkan prinsip integritas dan mematuhi aturan
sehingga hal ini meliputi penyelenggaraan pemilu dengan profesional dan jujur,
peraturan dengan jelas dan tegas dan peserta pemilu yang taat pada ketentuan

dan masyarakat cerdas dan aktif dalam berpartisipasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tahapan pada proses
rekrutmen panitia pengawas kecamatan di Bandar Lampung pada pemilu 2024
sehingga terjadi pelanggaran kode etik oleh ketua Panwascam Kedaton.
Penelitian ini meneliti model rekrutmen yang digunakan, metode terbuka atau

tertutup.



Adanya Pelanggaran Kode Etik Oleh
Ketua Panwascam Kedaton Pada
Pemilu 2024

Rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024

Proses Rekrutmen Politik
1. Rekrutmen Terbuka
- Rekrutmen berdasarkan kompetensi
- Rekrutmen berdasarkan syarat yang
ditentukan
- Rekrutmen berdasarkan peraturan
yang berlaku
2. Rekrutmen Tertutup
- Rekrutmen berdasarkan ikatan
kekerabatan

Nazaruddin Syamsudin (Hesel Nogi Tangkilisan,
2003)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber : data diolah peneliti (2025)
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif sehingga data yang
dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau gambar.
Pendekatan ini diterapkan untuk memberikan gambaran secara mendalam
fenomena yang diteliti sesuai dengan konteks dan realitas yang ada di

lapangan. (Moleong, 1989)

Metode deskriptif merupakan prosedur penelitian yang dipakai untuk
menyelesaikan permasalahan dengan penyajian kondisi subjek atau objek
penelitian dengan seperti individu, lembaga, atau masyarakat secara faktual
dan deskriptif pada saat penelitian berlangsung, kemudian memiliki upaya
memberikan solusi atau pemecahan atas masalah yang ditemukan. Pendekatan
kualitatif memiliki tujuan memberikan gambaran secara faktual objek yang
diteliti dimana merupakan proses rekrutmen Panwascam pada Pemilu 2024.
Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh langsung dari para informan
kemudian peneliti melakukan analisis dan mendeskripsikan data tersebut

secara mendalam sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk
bisa menggambarkan proses rekrutmen secara menyeluruh. Metode deskriptif
diterapkan agar penulis dapat mendeskripsikan secara rinci dan sistematis
proses rekrutmen Panwascam dengan dasar data yang diperoleh langsung di
lapangan. Data yang digunakan ini sifatnya deskriptif dan tidak melibatkan

perhitungan angka maupun analisis statistik.
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3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini
dilaksanakan di salah satu lokasi yaitu Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung
dengan beralamatkan di JI. Way Besai No. 1, Pahoman, Kec. Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

Pemilihan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian
didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Sebagai lembaga pengawas
pemilu sendiri Bawaslu Kota Bandar Lampung menaruh peran dalam menjaga
integritas penyelenggara pemilu di tingkat kota sehingga pengalaman proses
rekrutmen yang dilakukan dapat memberikan gambaran komprehensif
mengenai rekrutmen Panwascam. Selain itu juga kemudahan dalam akses data
dan kemampuan menjangkau langsung narasumber yang terlibat dalam proses
rekrutmen menjadi alasan praktis yang memberikan dukungan terhadap
efektivitas dan efisiensi penelitian. Secara keseluruhan penulis memilih
Bawaslu Kota Bandar Lampung karena relevansi lembaga ini dengan masalah
yang diteliti yaitu rekrutmen Panwascam pada Pemilihan Umum 2024 di Kota

Bandar Lampung.

3.3.Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan begitu penting karena berfungsi
memberikan batasan yang jelas bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian
sehingga pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara terstruktur dan
tetap fokus pada tujuan utama penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada

rekrutmen Panwascam pada pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian ini berlandasakan pada teori rekrutmen politik menurut
Nazaruddin Syamsudin dalam Tangkilisan (2003) dengan indikator teori :
1. Rekrutmen Terbuka

- Rekrutmen berdasarkan kompetensi

- Rekrutmen berdasarkan syarat yang ditentukan

- Rekrutmen berdasarkan peraturan yang berlaku
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2. Rekrutmen Tertutup

- Rekrutmen berdasarkan ikatan kekerabatan

3.4.Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik
purposive sampling yang merupakan metode pemilihan informan dengan dasar
pertimbangan tertentu dimana peneliti memilih individu yang diberikan
anggapan paling memahami permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini
dipilih untuk memperoleh data yang objektif dan relevan dengan fokus
penelitian dengan asumsi bahwa informasi yang diberikan oleh informan
menjadi cerminan kondisi sesungguhnya. Melalui metode ini membuat
pengumpulan data dilakukan secara proporsional dan langsung dari sumbernya

untuk menjamin keakuratan hasil penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan

1. Candrawansyah Mantan Ketua Bawaslu Periode 2018 -
2023

2. Bintarawan Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu
Kota Bandar Lampung

3. Melinda Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota
Bandar Lampung

4. Meliya Widiarti Peserta Rekrutmen Panwascam 2022

5. Bella Sania Peserta Rekrutmen Panwascam 2022

6. Jefri Ardi Deputi General Manager Radar Lampung

(Diolah Peneliti, 2025)
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3.5.Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil penelitian

yang didapatkan melalui dua sumber data (Sarwono, 2006) yaitu :

1.

Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari informan
dengan baik melalui wawancara maupun interaksi langsung yang kemudian
dilakukan pengolahan dan analisis oleh peneliti untuk keperluan penelitian.
Dalam penelitian ini dimana data primer diperoleh melalui wawancara
yang dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai dokumen
tertulis yang sudah ada. Data yang digunakan cakupannya pada informasi
dari jurnal, artikel, buku, dokumen resmi, serta sumber referensi lain yang

memiliki relevansi dan mendukung kebutuhan penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2010), antara lain:

I.

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan
wawancara dengan menanyakan secara langsung kepada informan atau
narasumber mengenai model rekrutmen yang diterapkan dalam proses

rekrutmen Panwascam di Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024.
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Tabel 3.2. Jadwal Wawancara Informan

No Nama Informan Jadwal Wawancara
1. Candrawansyah 30 November 2025
2. Bintarawan 5 Desember 2025
3. Melinda 10 Desember 2025
4. Jefri Ardi 25 Januari 2026
5. Meliya Widiarti 26 Januari 2025
6 Bella Sania 27 Januari 2026

(diolc;h oleh penulis, 2026)

Dokumentasi

Dokumen memiliki fungsi sebagai pelengkap metode wawancara dalam
penelitian kualitatif. Di dalam penelitian ini dokumentasi sendiri digunakan
sebagai alat bantu untuk langkah pengumpulan data sekunder. Data yang
terkandung dalam dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, video,

maupun karya-karya monumental dari seorang individu.

3.7.Teknik Pengolahan Data
Menurut Efendi dkk. dalam Singarimbun (2008), teknik pengolahan data terdiri

dari :

1.

Editing

Pada tahap editing dimana peneliti melakukan pengolahan ulang data yang
diperoleh untuk kepastian validitasnya sehingga dapat dipergunakan pada
proses berikutnya. Peneliti memproses data dari wawancara dan dokumen
sesuai dengan pertanyaan yang telah difokuskan dalam pedoman
wawancara. Proses pengolahan ini cakupannya pada pemilihan data yang
relevan, pengolahan hasil wawancara, serta penarikan kesimpulan dari
wawancara yang dilakukan.

Interpretasi Data

Tahap ini dilaksanakan setelah proses pengeditan data selesai dengan
tujuannya adalah untuk bisa menemukan makna dari hasil penelitian.
Proses ini cakupannya tidak hanya penjelasan dan analisis data tetapi juga
penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan analisis data yang telah
dikumpulkan secara mendalam kemudian menyajikannya dalam bahasa

yang lebih sederhana dan ringkas dalam bentuk kesimpulan.
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3.8.Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010), proses analisis terbagi

dalam tiga alur utama. Ketiga alur tersebut antara lain:

1.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pengolahan informasi yang dikumpulkan di
lapangan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Proses ini cakupannya
pada langkah-langkah seperti mereduksi, meringkas, dan menekankan
aspek-aspek penting. Peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan
menyoroti hasil penelitian yang diberikan anggapan paling signifikan.
Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dimana peneliti melakukan penyusunan
informasi yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan gambaran
menyeluruh mengenai penelitian. Tahap ini akan memungkinkan peneliti
mengamati keseluruhan data atau aspek-aspek tertentu dari studi dan
hasilnya dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafis, maupun narasi
deskriptif.

Kesimpulan (Verifikasi Data)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah menyimpulkan temuan dari data
yang telah terbukti validitasnya. Di dalam penelitian ini dimana peneliti
membuat kesimpulan dengan dasar data yang sudah disajikan. Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoritis untuk bisa

menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mencapai tujuan penelitian.

3.9.Teknik Validitas Data

Teknik validitas data merupakan metode yang dipakai peneliti untuk bisa

menilai keakuratan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Peneliti

melakukan pengecekan ulang untuk kepastian kebenaran sumber informasi

yang diperoleh. Dalam penelitian ini sendiri fokus diberikan pada model

triangulasi. Menurut Moleong (2007) triangulasi digunakan untuk

memverifikasi keabsahan data dengan membandingkannya dengan data yang

diperoleh dari sumber lain.
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Teknik triangulasi yang digunakan peneliti sebagai metode pemeriksaan untuk

memastikan validitas data, antara lain:

1.

Triangulasi data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dengan
seperti dokumen Perbawaslu yang terkait dengan kode etik Panwascam,
tahapan rekrutmen Panwascam, serta berita online yang relevan agar
peneliti dapat memberikan kepastian keakuratan dan konsistensi informasi
yang diperoleh.

Triangulasi metode merupakan teknik yang menggunakan lebih dari satu
cara pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Peneliti
melakukan penerapan kedua metode tersebut dengan melibatkan
narasumber yang memahami secara mendalam model rekrutmen yang
dijalankan pada proses rekrutmen Panwascam di Kota Bandar Lampung

pada Pemilu 2024.



IV.  GAMBARAN UMUM

4.1.Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung
Organisasi pengawas pemilu mulai dibentuk pada Pemilu 1982 walaupun
pemilu pertama di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955.
Pembentukan Panwaslak Pemilu di tahun 1982 yang disebabkan dari adanya
beberapa protes mengenai pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang
dilakukan dari petugas pemuli dan Pemilu 1971. Pelanggaran dengan
kecurangan yang terjadi bahkan menjadi masif di era Pemilu 1977 di mana
terdapat beberapa protes tersebut yang kemudian ditanggapi dengan
pemerintah dan DPR yang saat itu lebih dimayoritasi oleh partai Golkar dengan
ABRI dan sebagai hasilnya muncul gagasan digunakan untuk memperbaiki
undang-undang untuk peningkatan kualitas dalam melakukan penyelenggaraan

Pemilu 1982.

Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan
terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum
(LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan
Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu
Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu
tetap diaktitkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia
Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu
baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan
pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas
Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan.
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Yang selanjutnya di mana kelembagaan pengawas pemilu didorong dengan UU
Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya
lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lingkup
pengawasan Bawaslu meliputi kepatuhan KPU yang menjadi bagian
penyelenggara Pemilu dengan Pilkada. Pada perkembangannya di mana
penguatan Bawaslu dilakukan dengan cara bertahap yang pertama adalah
dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan dalam pembentukan
lembaga ad hoc di luar struktur KPU guna untuk melaksanakan pengawasan
pemilu. Yang kedua di mana dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 yang mana
Pengawas Pemilu pada tingkat pusat telah dipermanenkan menjadi Bawaslu.
Yang ketiga di mana dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 di mana Pengawas
Pemilu tingkat pusat telah dipermanenkan menjadi Bawaslu. Yang ketuga di
mana dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 yang kembali diperkuat pada
kelembagaan dengan menjadikan Panitia Pengawas Pemilu pada tingkat
provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Yang keempat melalui UU Nomor 7 Tahun

2017 yang memberikan kewenangan lebih besar dan signifikan pada Bawaslu.

Secara kelembagaan di mana Panitia Pengawa Pemilu pada tingkat
Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu
sebagai lembaga pengawas pemilu telah diberikan pada kewenangan yang
cukup kuat yaitu digunakan untuk melakukan penerimaan, melakukan
pemeriksaan, melakukan analisis dengan memutus pelanggaran administrasi
pemilu dengan proses sidang adjudikasi. Maka dengan kewenangan tersebut
menjadikan Bawaslu tidak hanya memiliki peranan menjadi lembaga
pengawas namun juga digunakan sebagai lembaga peradilan dalam melakukan
pengecekan hukum pada pelanggaran administrasi pemilu. Yang pada awalnya
di mana di Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus di mana bertugas
dalam melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu
yang pertama kali di tahun 1955 belum mengenal adanya lembaga pengawasan.
Lembaga pengawas pemilu baru ada di Pemilu 1982 dengan nama Panitia
Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama masa Orde Baru
yang dimulai pada tahun 1982 sampai dengan 1997 di mana Panwaslak selalu

dibentuk dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan sekaligus menjadi
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legitimasi bahwa pemilu dilaksanakan dengan memiliki sifat yang demokratis
berada di bawah pengawasan Panwaslak. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru,
di mana Panwaslak tidak dilakukan pembubaran namun mengalami perubahan
menjadi Panwaslu di era Pemilu 1999. Yang selanjutnya di mana pada Pemilu
2004 2009, dan 2014, lembaga ini berkembang menjadi Bawaslu. Kantor
Bawaslu Kota Bandar Lampung berlokasi di Jalan Way Besai No. 1, Pahoman,

Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

4.1.1. Struktur Organisasi
Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan
penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan arahan Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan
disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang
lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas
dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor:
B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi
dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal
Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan
melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu
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Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua
Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan
Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki
kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap
anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Bawaslu
Kota Bandar Lampung berlamat di JI. Way Besai No. 1 Kelurahan
Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dalam
menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan
umum dengan jajaran Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung
dengan Anggota berjumlah 5 (lima) orang dan beserta jajaran

sekretariat.

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

PLENO
!

Hasanuddin Alam, S.P.,, Apriliwanda, S.H.

M.Si.

Juwita, S.H., M.M.

Koordinator Divisi Sumber
Daya Manusia, Organisasi,
Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator Divisi Hukum
dan Penyelesaian Sengketa

Vera Hidayanti, S.E., M.M.

Kepala Sekretariat

Muhammad Muhyi,S.Sos.l.

Koordinator Divisi
Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat, dan Hubungan

Bintarawan, S.E

Kasubbag Administrasi

\4‘—1

Arinta Fitriani Agnes,S.A.N Faradhika Nitasya, S.i.

Pengawas Pemilu Analis Keuangan
Sri Winarni, S.E. Italia, S.Psi.

Penata kelola pengawas
pemilu ahli pertama

Ahli Pertama — Perencana

Nisa Ulfitri, A.Md.Ak. Rengki Hariska, SPD

Penata keuangan APBN Perencana ahli pertama

terampil

Kasubbag Pengawasan
Pemilu dan Humas

\

Iranda Putri, S.1.P, M.Si.

Pengawas Pemilu

tke Siti Novia Ningsih, S.LP.
Ahli Pertama-Penata Kelola
Pengawas Pemilu

Ahmad Dori Setiawan Dewi Yuwanna Sari, S.K.M.

Penata hubungan
masyarakat ahli pertama

Pengadministrasi perkantoran

Yusep Permana

Pramubakti

Zerdinal Pratama, S.H

Penata kelola pengawas pemilihan
umum ahli pertama

Kasubag Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu dan Hukum

Wahyuningsih, S.L.P. Feby Bayu Pamungkas, A.Md.

Analis Pemilu Terampil - Pranata Komputer

Reddyah Renata Suharno, S.LP.

Penata Kelola Pengawas Pemilu

Nur Istigomah ,S.H Yudi Setiawan

Analisis hukum ahli pertama Pengadministrasi perkantoran

Sumber : Bawaslu kota Bandar Lampung, 2025
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Visi Misi

VISI:

Terwujudnya Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga
Pengawas Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis,

Bermartabat, dan Berkualitas.

MISI:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang
kuat, mandiri dan solid;

2. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan
berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa
secara cepat, akurat dan transparan;

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi;

4. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan
efisien;

5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta
meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu

partisipatif;,

Tugas Pokok dan Fungsi Divisi

Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan struktur kerja
dan pola hubungan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Di
dalamnya, Pasal 33 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa Bawaslu
Kabupaten/Kota memiliki sejumlah divisi teknis untuk mengelola
fungsi-fungsi pengawasan yang efektif, seperti penanganan
pelanggaran, pencegahan, koordinasi, dan lainnya. Kemudian secara
lebih rinci, Pasal 39 ayat 1-4 menjabarkan tugas teknis dari tiap divisi

di tingkat Kabupaten/Kota.
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Berikut adalah isi penjabaran tugas pokok masing-masing divisi sesuai

dengan pasal 39 ayat 1-4 dalam Perbawaslu RI Nomor 3 tahun 2022:

1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

sebagai berikut:

a.

perencanaan dan penyusunan anggaran dalam
penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber
daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan
Pemilihan;

pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai
kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya
manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan,
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat,
dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;

penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan
tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia,

organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
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melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan,
promosi, mutasi  serta  rotasi  melalui  Kepala
Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah
berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan

melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi
dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan
pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf'b

angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu

Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a.

penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis
Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat,
hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap
tahapan Pemilu dan Pemilihan;

akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;

sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan,
partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan
berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya
manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran
Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses
Pemilu dan sengketa Pemilihan;

Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
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menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan
masyarakat dan kerja sama antarlembaga;

pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media
monitoring;

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan,
partisipasi masyarakat, dan kehumasan;

pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan
pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian
Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang,
Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa
proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan
akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan
masyarakat;

mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta
pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi
dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya
manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana
dimaksud pada huruf'I; dan

pendokumentasian  basis data  Pencegahan  dengan
dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan

pelanggaran, data, dan informasi.

3) Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan

pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a.

advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu ~ Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

penyusunan analisis dan kajian hukum;

pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
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d. pelaksanaan = pendampingan  penyelesaian  sengketa
antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;

e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan
Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
dan Pengawas TPS;

f. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

g. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum,
pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa
proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi
dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran,
data, dan informasi;

h. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses
Pemilu, dan sengketa Pemilihan;

i. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi
masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan
sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang
membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan,
dan pelatihan;

j. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan
penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
dan

k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan
tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian

sengketa.

4) Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 4
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagai berikut:

a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran

Pemilu dan Pemilihan;
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. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan
pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan
Pemilihan;

. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;

penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan
penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang
terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

investigasi dugaan pelanggaran Pemilu  dan
Pemilihan;

. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu,
putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran
Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye;

pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan
pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu
dan Pemilihan;

pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan
dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta
tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
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m. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang,
dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

n. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu
Kabupaten/Kota;

0. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi
penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan
informasi; dan

p. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan
tahunan,dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran,

data, dan informasi.

4.2.Pemilu 2024 Di Kota Bandar Lampung
Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandar Lampung diselenggarakan dalam dua

tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah Pemilu Serentak yang
dilaksanakan pada 14 Februari 2024, mencakup pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD Kota Bandar
Lampung. Tahapan kedua adalah Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang
diselenggarakan pada 27 November 2024. Pilkada ini meliputi pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Wali kota dan Wakil
Wali Kota Bandar Lampung. Berbeda dengan pemilu legislatif yang berfokus
pada pemilihan wakil rakyat di lembaga legislatif, Pilkada bertujuan untuk
memilih pemimpin eksekutif daerah yang akan menjalankan pemerintahan dan
melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan.
(Igbal, 2022) diakses pada 19 desember 2025 Pukul 17.25 diakses pada 19
Desember 2025 Pukul 17.25

Pemilu 2024 diikuti oleh 24 peserta partai politik. D1 tingkat Provinsi lampung,
kontestasi pemilu melibatkan 17 calon anggota DPD yang berkompetisi untuk
memperebutkan kursi sebagai perwakilan daerah ditingkat nasional. Sementara
untuk DPRD Provinsi Lampung tercatat sebanyak 954 calon dari berbagai

partai bersaing untuk mendapatkan kursi di daerah pemilih di Provinsi
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Lampung. Untuk tingkat kabupaten dan kota se-Lampung, jumlah calon yang
berkompetisi mencapai angka 7.080 calon. Khusus untuk DPRD Kota Bandar
Lampung sebagai ibukota provinsi, terdapat 610 calon anggota legislatif yang
berkompetisi memperebutkan 50 kursi yang tersedia, yang terbagi dalam 6

daerah pemilihan. (KPU Lampung, 2024)

4.2.1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota
Bandar Lampung
Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berdasarkan
PKPU Nomor 3 Tahun 2022, sebagai berikut: (KPU Lampung, 2024)
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran pemilu : 14
Juni 2022 — 14 Juni 2024
b. Penyusunan peraturan KPU : 14 Juni 2022 — 14 Desember 2023
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih : 14
Oktober 2022 — 21 Juni 2023
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu : 29 Juli 2022 — 13
Desember 2022
4. Penetapan peserta pemilu : 14 desember 2022
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan : 14
Oktober — 9 Februari 2023
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
a. Anggota DPD : 6 Desember 2022 — 25 November 2023
b. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota :
24 April — 25 November 2023
c. Presiden dan Wakil Presiden : 19 Oktober — 25 November 2023
7. Masa kampanye pemilu : 28 November 2023 — 10 Februari 2024
8. Masa tenang : 11 — 13 Februari 2024
9. Pemungutan dan penghitungan suara

a. Pemungutan suara : 14 Februari 2024
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b. Penghitungan suara : 14 — 15 februari 2024

c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara : 15 Februari — 20 Maret

2024

10. Penetapan hasil pemilu

a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Tidak terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari
setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK
mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu
Presiden dan Wakil Presiden

Terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah
putusan MK dibacakan

b. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Tidak terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari
setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK
mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaen/Kota

Terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah
KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca

putusan MK

c. Penetapan calon terpilih anggota DPD

Tidak terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari
setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK
mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu
anggota DPD

Terdapat permohonan PHP : paling lambat 3 hari setelah
KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca

putusan MK
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4.2.2. Data Pemilih dan TPS

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung
diawali dengan pemutakhiran data pemilih melalui sinkronisasi antara
data KPU dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.
KPU Bandar Lampung melakukan sinkronisasi Data Pemilih
Berkelanjutan (DPB) dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilihan (DP4) yang diterima dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Ribuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terlibat dalam
proses pencocokan data ini dengan walaupun pemutakhiran data secara
prinsip sederhana di dalam praktiknya selalu muncul kendala dan
keterbatasan dengan seperti pemilih yang pindah domisili, meninggal
dunia, atau terdapat data ganda sehingga pengawasan dari Bawaslu
menjadi sangat penting. Untuk itu verifikasi yang ketat diperlukan agar
data pemilih yang dihasilkan valid dan akurat. (Bawaslu Kota Bandar
Lampung, 2024)

Setelah proses pemutakhiran, KPU Kota Bandar Lampung menetapkan
DPS sebanyak 815.922 pemilih yang tersebar di 2.880 TPS, 126
kelurahan, dan 20 kecamatan. Penetapan DPS dilakukan melalui rapat
pleno terbuka yang melibatkan partai politik, Bawaslu, dan stakeholder
lainnya untuk memastikan transparansi. Setelah masa sanggahan dan
perbaikan data, KPU menetapkan DPT sebanyak 790.125 pemilih yang
terdiri dari 395.037 laki-laki dan 395.088 perempuan. Penurunan dari
DPS ke DPT sebesar 25.797 pemilih menunjukkan proses pembersihan
data yang signifikan untuk menghapus data tidak valid, pemilih ganda,
dan data yang tidak dapat diverifikasi, memastikan integritas pemilu.

(Napitupulu, 2023) diakses pada 20 desember 2025 pukul 00.51

Jumlah TPS di Bandar Lampung mengalami peningkatan untuk
mengakomodasi pertumbuhan pemilih. Pada Pemilu 2019 terdapat
2.777 TPS, sementara untuk Pemilu 2024 direncanakan sebanyak 2.850
TPS, bertambah 73 TPS. Dalam penetapan akhir, jumlah TPS mencapai
2.880 setelah penyesuaian lapangan. KPU Bandar Lampung melakukan
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pemetaan dengan rata-rata 250-300 pemilih per TPS, sesuai regulasi
PKPU yang menetapkan batas maksimal 300 pemilih per TPS. Jumlah
TPS berubah karena setelah dianalisis terdapat TPS dengan pemilih
lebih dari 300 orang. Penambahan TPS dilakukan terutama di wilayah
dengan pertumbuhan penduduk pesat dan kawasan pemukiman baru
untuk memastikan pelayanan optimal dan mencegah antrian panjang
yang dapat menurunkan partisipasi pemilih. (Muhaimin, 2022) diakses
pada 20 desember 2025 pukul 01.00

Temuan penting dalam pemutakhiran adalah adanya pemilih baru yang
signifikan, di mana jumlah pemilih baru di Kota Bandar Lampung
mencapai 138 ribu pemilih yang tidak terdata dalam DPT dan DPB
terakhir, dengan DPB sebelumnya sebanyak 610 ribu pemilih. Pemilih
baru ini mencakup generasi muda yang baru mencapai usia memilih,
penduduk yang pindah dari daerah lain, dan yang sebelumnya tidak
terdaftar. Komposisi pemilih menunjukkan dominasi pemilih muda, di
mana generasi milenial mencapai 32,02 persen atau 2.094.127 jiwa,
generasi X sebanyak 30,28 persen atau 1.980.330, dan generasi Z
sebanyak 17,96 persen atau 1.174.188 jiwa. Untuk memastikan
inklusivitas, KPU menyediakan 3 TPS khusus di Lapas Kelas I untuk
773 pemilih narapidana, dan memfasilitasi 3.956 pemilih disabilitas
dengan alat bantu di setiap TPS. Fasilitas ini mencakup femplate
braille, jalur aksesibilitas, dan petugas terlatih untuk memastikan
pemilu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Hadiyatna,

2023) diakses pada 20 desember 2025 pukul 01.15

Berikut adalah tabel data rekapitulasi DPT dan TPS di tingkat Kota
Bandar Lampung pada Pemilu 2024:
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Tabel 4.1. Penetapan rekapitulasi DPT tingkat kota bandar lampung
dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

Nama Jumlah

No. Kecamatan Tps Jumlah Pemilih
1. kedaton 143 40.052
2. sukarame 179 47.609
3. Tanjung karang 163 43.559

barat
4. panjang 193 52.837
5. lanjungkarang 103 28.549
timur
6.  lamjung karang 139 18.379
pusat
7. Telukbetung 109 29.557
selatan
8.  Teluk betung barat 93 26.466
9.  Teluk betung utara 133 37.197
10. rajabasa 143 39.732
11.  Tanjung senang 160 45311
12. sukabumi 182 51.154
13. kemiling 220 59.551
14. Labuhan ratu 127 35.771
15. Way halim 183 50.581
16. langkapura 112 30.213
17. enggal 72 19.553
18. kedamaian 147 38.804
19. Teluk betung timur 127 34.542
20. Bumi waras 152 42.150
Total 2.880 790.125

(data diolah penulis, 2025)

4.2.3. Daerah Pemilihan
Secara administratif, Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan
yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota Provinsi Lampung. Kedua
puluh kecamatan ini mencakup wilayah-wilayah dengan karakteristik
yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan yang padat hingga area
pinggiran yang lebih rural. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah
Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara,
Telukbetung Timur, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur,

Tanjungkarang Pusat, Enggal, Rajabasa, Kemiling, Langkapura,
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Kedaton, Labuhan Ratu, Way Halim, Sukarame, Tanjung Senang,
Sukabumi, Panjang, Kedamaian, dan Bumi Waras. (KPU Kota Bandar
Lampung, 2024)

Untuk keperluan pemilihan anggota DPRD Kota Bandar Lampung,
kedua puluh kecamatan ini dikelompokkan menjadi enam daerah
pemilihan (dapil) dengan alokasi total 50 kursi yang diperebutkan.
Pembagian dapil ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai
faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas geografis,
dan pemerataan keterwakilan politik. (KPU Kota Bandar Lampung,
2024)

Tabel 4.2. Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung

ALOKASI
NO. DAPIL KECAMATAN KURSI
Telukbetung Selatan,
. Telukbetung Barat,
L. Dapil 1 Telukbetung Utara, 8
Telukbetung Timur
. Tanjungkarang Barat,
2 Dapil 2 Tangjungkarang Timur, 8
Tanjungkarang Pusat, Dan
Enggal
. Rajabasa, Kemiling,
3. Dapil 3 Langkapura 8
. Kedaton, Labuhan Ratu,
4. Dapil 4 Way Halim 8
. Sukarame, Tanjung
> Dapil 5 Senang, Sukabumi ?
6. Dapil 6 Panjang, Kedamaian, 9

Bumi Waras

(data diolah penulis, 2025)

Pembagian dapil dengan alokasi kursi yang bervariasi ini
mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu, di mana
daerah dengan jumlah penduduk lebih banyak mendapatkan alokasi
kursi yang lebih besar. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa

setiap suara rakyat memiliki bobot yang relatif sama dalam menentukan
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komposisi DPRD, sehingga representasi politik dapat terwujud secara

adil dan proporsional.

Hasil Pemilu dan Sebaran Wilayah

Pemilihan umum 2024 di Kota Bandar Lampung berlangsung dengan
antusiasme yang baik dari masyarakat. Warga secara aktif berpartisipasi
dalam memberikan suara mereka, baik pada pemilihan Presiden
maupun Legislatif. Partisipasi tersebut menunjukkan kesadaran
masyarakat bahwa suara mereka memiliki arti penting dalam
menentukan masa depan mereka. Selain itu, persaingan yang terjadi
antarkandidat dan partai politik juga berlangsung secara dinamis

dengan sebaran dukungan yang beragam disetiap kecamatan.

Adapun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci
mengenai hasil pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung berikut disajikan
data rekapitulasi perolehan suara secara lengkap yang mencakup hasil
Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, sebagaimana tersaji

dalam tabel berikut.

Tabel 4.3. Hasil Pemilihan Presiden di Kota Bandar Lampung pada
Pemilu 2024

PASANGAN CALON PRESIDEN PEROLEHAN

NO. DAN WAKIL PRESIDEN SUARA
1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. — 172.990
" Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar '
H. Prabowo Subianto — Gibran
2 Rakabuming Raka 354.300
3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. — 62.163

Prof. Dr. H. M. Mahfud MD
(data diolah penulis, 2026)
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Tabel 4.4. Hasil Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilu

2024
Nama
Daerah Nama Calon Suara .
No. Pemilihan Terpilih Sah Partai
Politik
1. Bandar M. Rolland 4.825  Partai
Lampung 1 Nurfa, S.Sos Kebangkitan
Bangsa
Rizaldi Adrian, 6.844  Partai
S.E. Gerakan
Indonesia
Raya
Irpan Setiawan,  2.732  Partai
S.E. Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Zainal Abidin, 3,787  Partai
S.E., M.M. NasDem
Angga Wijaya 4.294  Partai
Praja, S.E., NasDem
M.M.
Yuni Karnelis, 2.415  Partai
S.T.P. Keadilan
Sejahtera
H. Alimuddin 3403  Partai
Amanat
Nasional
H. Agusman 5.635  Partai
Arief, S.E., Demokrat
M.M.
2. Bandar Dewi Mayang 7.120  Partai
Lampung 2 Suri Djausal, Gerakan
S.P.,, M.M. Indonesia
Raya
Dedi Yuginta, 3.320  Partai
S.E., M.Si. Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
H. Yuhadi, 6.330  Partai
S.H.I., M.H. Golongan
Karya
Indra Feriza, 5.952  Partai
S.Ak. Golongan
Karya
Tig Eri 5.214  Partai
Prabowo NasDem
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Daerah Nama Calon Suara Nama.
No. Pemilihan Terpilih Sah Partai
Politik
Muhammad 3.667  Partai
Suhada, S.T. Keadilan
Sejahtera
Edison Hadjar, 4261  Partai
S.E. Amanat
Nasional
Hendra Mukri, 4706  Partai
S.Sos. Demokrat
3. Bandar Robiatul 6.441  Partai
Lampung 3 Adawiyah, Kebangkitan
S.H., M.Kn. Bangsa
Asroni Paslah, 5.236  Partai
S.Pd. Gerakan
Indonesia
Bangsa
Wiyadi, S.P., 3.991  Partai
M.M. Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Heti Friskatati 2.800  Partai
Golongan
Karya
Afrizal, S.T. 4948  Partai
NasDem
Agus Djumadi, 3.300  Partai
A.Md. Keadilan
Sejahtera
Sulistianti, 4427  Partai
A.Md. Keadilan
Sejahtera
Agus Purwanto 2.627  Partai
Demokrat
4. Bandar Miftahul Risko 4.074  Partai
Lampung 4 Kebangkitan
Bangsa
Bernas 4342  Partai
Yuniarta, S.E. Gerakan
Indonesia
Raya
Ir. Aderly 4.740  Partai
Imelia Sari, Gerakan
S.T., M.T. Indonesia
Raya
HJ. Wiwik 3.390 Partai
Anggraini, S.H. Demokasi




49

Daerah Nama Calon Suara Nama.
No. Pemilihan Terpilih Sah Partai
Politik
Indonesia
Perjuangan
Rama 6.463  Partai
Apriditya, S.H., Golongan
M.H. Karya
Muhammad 4242  Partai
Nikki Saputra NasDem
H. Widodo 2.868  Partai
Keadilan
Sejahtera
Rezki 3.644  Partai
Wirmandi, S.H. Demokrat
5. Bandar Agung Zawil 3.015 Partai
Lampung 5 Afkar Al Kebangkitan
Muhtad Bangsa
Romi Husin, 5.221  Partai
S.H. Gerakan
Indonesia
Raya
Yunika 3.488  Partai
Indahayati Gerakan
Indonesia
Raya
Sri Ningsih, 3.444  Partai
S.H. Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Muhammad 2.816  Partai
Ariesman Golongan
Akbar Karya
Hj. Misgustini, 4.890  Partai
S.H., M.H. NasDem
Sidik Efendi, 6.658  Partai
S.H., M.H. Keadilan
Sejahtera
H. Erwansyah, 4.152  Partai
S.H. Amanat
Nasional
Pebrianti Piska, 3.457  Partai
S.P.,, M.H. Demokrat
6. Bandar Ahmad Mughis  4.181  Partai
Lampung 6 Kebangkitan
Bangsa
Badri Yusuf, 4281  Partai
S.H. Gerakan
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Daerah Nama Calon Suara Nama.
No. Pemilihan Terpilih Sah Partai
Politik
Indonesia
Raya
Muhammad 5.284  Partai
Darmawansyabh, Gerakan
S.T. Indonesia
Raya
Reri Pambudi 3.639  Partai
Gerakan
Indonesia
Raya
Endang Asnawi  3.326  Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Indrawan 3.163  Partai
Golongan
Karya
Pepy Asih 2.762  Partai
Wulandari, NasDem
S.S.T.
Agus Widodo, 5.172  Partai
S.T.P. Keadilan
Sejahtera
Raka Irwanda 4.172  Partai
Amanat
Nasional

(data diolah oleh penulis, 2026)

Berikut juga disajikan data rekapitulasi perolehan suara secara lengkap

pada pemilu 2024 di Provinsi Lampung yang mencakup hasil Pemilihan

Presiden dan Pemilihan Legislatif, sebagaimana tersaji dalam tabel

berikut.
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Lampung
No Pasangan Calon Presiden Dan Perolehan Suara
) Wakil Presiden Sah
H. Anies Rasyid Baswedan,
1. Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. 791.892
Muhaimin Iskandar
H. Prabowo Subianto — Gibran
2 Rakabuming Raka 3.544.310
3. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.L.P. 746.486

— Prof. Dr. H. M. Mahfud MD

(data diolah oleh penulis, 2026)

Tabel 4.6. Hasil Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilihan

DPRD Provinsi Lampung
No. Partai Politik Perolehan Perolehan
Suara Kursi

Partai

1. Kebangkitan 532.522 11
Bangsa

2. Partai Gerindra 865.320 16

3. PDI Perjuangan 787.468 13

4. Partai Golkar 621.293 11

5. Partai NasDem 455.094 10

6. Partai Buruh 21.369 0

7. Partai Gelora 30.831 0

2. Paﬁai Keadilan 365.462 7
Sejahtera
Partai

9. Kebangkitan 4.949 0
Nusantara
Partai Hati Nurani

10. Rakyat 14.448 0
Partai Garda

11.  Republik 7.819 0
Indonesia

jp, ~ Partai Amanat 401.102 8
Nasional

13, ~ Fartai Bulan 4.805 0
Bintang

14. Partai Demokrat 342.076 9

15, Partai Sglidaritas 60.870 0
Indonesia

16. Partai Perindo 58.266 0
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No.  Partai Politik Perolehan Peroleh.an
Suara Kursi
17, Partai Persatuan 74114 0
Pembangunan
18.  Partai Ummat 13.556 0

(data diolah oleh penulis, 2026)

Tabel 4.7. Hasil Perolehan Suara Calon Terpilih Anggota DPD RI

Dapil Lampung
ANGGOTA DPD
NO. TERPILIH PEROLEHAN SUARA
1. dr. Jihan Nurlela, M.M. 910.318
5 Drs. H. Ahsn;ad Bastian 484.996
KH. Ir. Abdul Hakim,
3. M.M. 448.702
4 Dr. H. Bustami 431.702

Zainudin, S.Pd., M.H.
(data diolah oleh penulis, 2026)

4.3.Panwascam

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau yang disebut dengan Panwascam
merupakan panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan atau yang setara.
Dasar hukum pembentukan Panwascam adalah Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilithan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
Keanggotaan Panwascam bersifat ad hoc artinya sementara yang terdiri dari 3
orang, yaitu 1 ketua dan 2 anggota. Panwascam dibentuk paling lama satu
bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dan berakhir paling

lama dua bulan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.
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4.3.1. Tugas dan Wewenang Panwascam

Secara umum dimana Panwascam bertugas dalam pengawasan jalannya

pemilu di tingkat kecamatan. Selain itu juga Panwascam memiliki

beberapa tugas yang secara khusus diatur dalam Pasal 105 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai

berikut:

e Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan

terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1.

Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu
di wilayah kecamatan

Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau,
dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kecamatan

Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah
terkait

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu di wilayah kecamatan;

Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan
kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu
di wilayah kecamatan

Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah kecamatan; dan

Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota.

e Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1.

2.

Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap

Pelaksanaan kampanye
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3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya

4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu
di TPS

5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK

6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan

7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara daritingkat TPS
sampai ke PPK; dan

8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan

Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

di wilayah kecamatan

Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan,

yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip

tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja

adhocnya.

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kecamatan
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Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Panwascam juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, Panwascam berwenang:

1.

Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diaturdalam Undang-
Undang ini;

Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui
Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah
kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini;

Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan
Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa
berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di
wilayah kecamatan,;

Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta
memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan
memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan

memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
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Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kemudian terkait kewajiban Panwascam secara khusus diatur dalam

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, yaitu:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenangnya

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkankebutuhan

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (Humas, 2024) diakses pada 20 desember
2025 pukul 12.08

4.3.2. Persyaratan Calon Panwascam

Sebagai acuan dalam pemilihan anggota Panwascam dimana calonnya

diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan. Calon Panwascam harus

menyerahkan Surat Lamaran beserta kelengkapan berkas administrasi

kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan yang meliputi antara lain:

a.
b.

C.

Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;

Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar
belakang merah;

Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijjazah

tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
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Daftar Riwayat Hidup;

Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau

Puskesmas;

Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat

keterangan sehat rohani dari rumah sakit atau Puskesmas yang

dapat disampaikan sebelum pelantikan;

Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Surat pernyataan:

1.

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah
mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5
(lima) tahun pada saat mendaftar

Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye
salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon
anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah,
dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

Bersedia bekerja penuh waktu;

Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah pada saat mendaftar;

Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggara pemilu.
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8. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

9. Bebas dari peyalahgunaan narkotika.

10. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari
penyelenggara  Pemilu  oleh  Dewan  Kehormatan
Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu
Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota. (Bawaslu
Kota Bandar lampung, 2025)

4.3.3. Tahapan Seleksi
Di dalam proses seleksi dimana terdapat dua tahapan yaitu pemeriksaan
persyaratan administrasi dan penilaian uji kompetensi. Uji kompetensi
dilaksanakan melalui dua metode yakni tes CAT dan tes wawancara.

Berikut ini adalah jadwal pembentukan Panwascam pada Pemilu

Serentak 2024:

Tabel 4.8. Jadwal Pembentukan Panwascam Dalam Pemilu Serentak

Tahun 2024
No. Tahapan Waktu Durasi
1. D 10-21 .
Sosialisasi September 2022 12 Hari
2. Pengumuman
Pendaftaran Calon 15-21 7 Hari
Anggota Panwaslu  September 2022
Kecamatan
3. Pendaftaran Dan 21 -27 7 Hari
Penerimaan Berkas  September 2022
Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
4. Penelitian
Kelengkapan
Berkas Pendaftaran 28— 30
Calon Anggota 3 Hari

September 2022




59

No.

Tahapan

Waktu

Durasi

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Panwaslu
Kecamatan
Pengumuman Masa
Perpanjangan
Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Perpanjangan Masa
Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Penerimaan Berkas
Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Penelitian Berkas
Administrasi
Pendaftaran Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Pengumuman Hasil
Penelitian Berkas
Administrasi Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Tanggapan Dan
Masukan
Masyarakat
Tes Tertulis Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Pengumuman Hasil
Tes Tertulis Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Pelaksanaan Tes
Wawancara Calon
Anggota Panwaslu
Kecamatan
Pleno Penetapan
Calon Anggota
Panwaslu
Kecamatan
Pengumuman Hasil
Tes Wawancara
Calon Anggota

1 Oktober 2022

2 — 8 Oktober
2022

2 — 8 Oktober
2022

9 — 11 Oktober
2022

12 Oktober

12 — 18 Oktober
2022

14 Oktober 2022

18 Oktober 2022

19 - 23 Oktober
2022

24 - 25 Oktober
2022

26 Oktober 2022

1 Hari

7 Hari

7 Hari

3 Hari

1 Hari

7 Hari

3 Hari

1 Hari

5 Hari

2 Hari

1 Hari
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No. Tahapan Waktu Durasi
Panwaslu
Kecamatan
16. Pelantikan
Panwaslu
Kecamatan Dan 27 — 29 Oktober > Hari
Pembekalan 2022
Panwaslu
Kecamatan
17. Penyusunan 30 Oktober — 1 3 Hari
Laporan Akhir November 2022
18. Penyerahan
Laporai,l AkhirKe 2~ 4November 3 Hari

Bawaslu Provinsi 2022

(Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2022)



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis secara mendalam
terkait proses rekrutmen panwascam di Kota Bandar Lampung, dapat
disimpulkan bahwa secara teknis pelaksanaan, rekrutmen panwascam yang
dilaksanakan di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara terbuka.
Berdasarkan kompetensi, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan 2
(dua) metode yaitu, CAT dan wawancara untuk menyeleksi kemampuan serta
kompetensi kepemiluan peserta panwascam. Kedua metode seleksi tersebut
dinilai mampu mengukur kemampuan teknis calon panwascam secara objektif.
Berdasarkan syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku, Bawaslu Kota
Bandar Lampung berpedoman pada Keputusan Bawaslu Nomor
314/HK.01/K1/09/2022. Namun, beberapa anggota panwascam dominan
terafiliasi oleh organisasi politik dan kemahasiswaan menimbulkan kecurigaan
adanya dugaan praktik kekerabatan dalam proses seleksi panwascam. Asumsi
tersebut diperkuat oleh dominasi kesamaan latar belakang organisasi yang
dimiliki oleh komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung dan anggota
panwascam, yaitu didominasi oleh HMI. Kesamaan organisasi antara ketua
Bawaslu Kota Bandar Lampung dan ketua panwascam Kedaton yaitu
Muhammadiyah memperkuat pula asumsi adanya praktik kekerabatan

berdasarkan organisasi.

Terdapat juga beberapa hal teknis yang dinilai kurang lengkap meskipun telah
sesuai dengan pedoman Bawaslu RI. Hal tersebut seperti, hasil pada CAT yang
hanya menampilkan 6 (enam) nama peserta yang lolos tanpa disertai nilai dari
masing — masing peserta, hasil akhir juga tidak mencantumkan nilai akhir yang

diperoleh oleh masing — masing calon panwascam, serta tanggapan masyarakat
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pada forum pengaduan yang tidak dipublikasikan sehingga menimbulkan
keraguan dari publik. Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan
keraguan di kalangan publik mengenai objektivitas dan transparansi proses
seleksi yang telah dilaksanakan. Hal - hal tersebut perlu dijadikan bahan
evaluasi oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung agar rekrutmen panwascam pada
Pemilu 2029 dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan

partisipatif.

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait rekrutmen panwascam
pada pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa saran
yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas
proses rekrutmen khususnya dalam memastikan bahwa panwascam yang
terpilih tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang memadai tetapi juga
integritas yang tinggi. Sebagai berikut :

1. Pada pengumuman hasil CAT dan hasil akhir calon panwascam, seharusnya
ditampilkan nilai dari seluruh peserta. Hal tersebut mencegah munculnya
kecurigaan dari masyarakat terkait hasil tes tersebut. Dengan ditampilkan
nilai, akan meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat
terhadap rekrutmen yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bandar
Lampung.

2. Perlu adanya regulasi yang jelas dari Bawaslu RI yang mengatur terkait
larangan adanya hubungan kekerabatan dalam keikutsertaan rekrutmen
panwascam, seperti misalnya larangan bagi kerabat komisioner untuk
mendaftar, kewajiban komisioner untuk menyatakan jika ada kandidat yang
memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka dan kemudian harus
mengundurkan diri dari tim penilai untuk kandidat tersebut, atau apabila
ditengah proses seleksi ditemukan adanya hubungan kekerabatan antara
peserta dan komisioner maka peserta harus dieliminasi dari rekrutmen
tersebut.

3. Tanggapan yang diberikan masyarakat dari forum pengaduan masyarakat

seharusnya ditampilkan, ada atau tidaknya aduan tersebut tetap harus
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ditampilkan. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat tahu apakah
benar — benar ada pengaduan atau tidak, sehingga transparansi rekrutmen
panwascam dapat dilihat oleh masyarakat secara luas.

4. Bawaslu RI sebaiknya merevisi regulasi seleksi panwascam dengan
menetapkan syarat kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) dari
rumpun ilmu sosial, politik, dan hukum. Hal tersebut berguna untuk
mencegah lemahnya kemampuan analisis serta penanganan pelanggaran
pemilu, sehingga standar kualifikasi akademik yang relevan menjadi
persyaratan mendasar agar panwascam mampu menjalankan fungsi
pengawasan secara efektif dan profesional.

5. Perlu adanya verifikasi lebih mendalam terkait rekam jejak peserta
panwascam, tidak hanya pengecekan kelengkapan berkas administratif
melainkan mencakup penelusuran afiliasi politik calon panwascam,
analisis rekam jejak digital yang mencerminkan keberpihakan calon, serta
analisa integritas rekam jejak organisasi maupun penyelenggaran pemilu
calon panwascam. Hal tersebut untuk memastikan independensi dan
integritas anggota panwascam.

6. Bawaslu RI dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penataan
ulang kelembagaan Bawaslu Kota dari lembaga permanen menjadi
lembaga ad hoc yang dibentuk khusus selama tahapan pemilihan
berlangsung. Dikarenakan kelembagaan permanen saat ini menimbulkan
beban anggaran di luar masa pemilihan, namun dengan catatan bahwa
penerapan lembaga ad hoc harus tetap disertai standar seleksi yang ketat

dan dukungan anggaran yang memadai.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan rekrutmen panwascam
untuk pemilu 2029 dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna menciptakan
pengawas pemilu yang tidak hanya memiliki kapasitas kompetensi yang memadai
tetapi juga berintegritas tinggi sehingga pelanggaran — pelanggaran pemilu dapat

diminimalisir atau bahkan tidak terjadi.
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